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NAMA : ASRUL
NIM : 10100109005
JURUSAN : PERADILAN AGAMA
Dalam skripsi ini : “ Peranan KUA dalam Mengantisipasi Kawin di Bawah
Tangan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, yang menjadi fokus kajiannya
adalah 1) Bagaimana peranan KUA dalam mengantisipasi Perkawinan di bawah
tangan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) Sejauhmana sosialisasi Hukum
Islam dan perundang-undangan tentang perkawinan terhadap masyarakat. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan Hukum dan perundang-
undangan, kemudian instrument penelitian terdiri dari observasi. Data-data yang
diolah dikumpulkan melalui library research dan field research, kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode kualitatif dan interpretative, selanjutnya dianalisis
dengan metode deduktif.
Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh
KUA kecamatan Pallangga untuk mengantisipasi kawin di bawah tangan adalah
dengan sosialisasi oleh Tim sosialisasi perundang-undangan yang dibentuk oleh KUA
sendiri.
Sosialisasi perundang-undangan dan hukum Islam cukup berjalan dengan
baik. Meskipun di sisi lain, dalam menjalankan peranannya bukan hanya ada faktor
pendorong, tetapi juga terdapat faktor penghambat, peluang dan tantangan yang harus
dihadapi dengan tegar, tabah, sabar dan penuh tanggungjawab. Sehingga pemahaman
masyarakat kecamatan Pallangga terhadap perundang-undangan sebagaimana amanah
Departemen Agama R.I. menjadi lebih baik. Namun dari segi yang lain, faktor-faktor
penentu sosialisasi harus tetap lebih ditingkatkan dan dioptimalkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan
suatu masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat
mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan
itu dapat dipandang sebagai satu jalam menuju pintu perkenalan antara satu kaum
dengan yang lain. Suatu perkawinan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan
kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana sabda
nabi yang memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan.
Sabda Nabi :
ﻰﻨﻣ ﺲﯿﻠﻓ ﮫﻨﻋ ﺐﻏر ﻦﻤﻓ ﻰﺘﻨﺳ حﺎﻜﻨﻟا(ى ﺮﺨﺒﻟا هاور)
Artinya:
Pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang tidak ingin menikah, maka
ia bukan dari golonganku ummatku. HR. Bukhary. 1
Demikian sabda Rasulullah saw yang menganjurkan kepada ummatnya
untuk melakukan sunnah yakni pernikahan. Pernikahan sesungguhnya adalah sifat
manusiawi. Dalam aturan Islam yang begitu kompleks mendeskripsikan tentang
pernikahan. Mulai dari tata cara meminang sampai kepada terbentuknya keluarga
yang sakinah. Bagi Islam tidak ada sesuatu yang sukar untuk dilakukan karena
ajaran agama Islam itu mudah Termasuk pernikahan.
Pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara laki-laki dan
perempuan. Sebagaimana halnya dengan semua bentuk perjanjian di sebuah
1 Muhammad Nashiruddin Alalbani, hadis Shahih Bukhariy, no. Hadis 974, h. 347
2negara Hukum seperti Indonesia perkawinan tentu mempunyai aturan-aturan yang
harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan
perkawinan beserta hal-hal yang menyangkut dengannya, seperti rukun dan syarat
perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami,calon istri,
wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.
Adapun badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan adalah
sebuah lembaga  yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam
hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Departemen
Agama. Lembaga lain yang ada kaitannya dengan pernikahan dan hal yang
menyangkut dengannya misalnya perceraian serta pembagian harta gonogini
adalah lembaga Pengadilan Agama.
Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu Hukum yang mengatur
tentang perkawinan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan
dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1989 serta
masih banyak perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi umat
muslim.2
Namun pada kenyataannya ada sebagian kecil masyarakat yang ternyata
tidak memahami perundang-undangan tersebut. Mereka lebih senang dan bahkan
menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan Agama dan adat.
Maka ketika mereka ingin melaksanakan proses pernikahan, mereka tidak merasa
perlu untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh
2 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 21
3pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama -yang
selanjutnya disebut- KUA. Perkawinan mereka tidak tercatat di KUA. Sehingga
perkawinan mereka dianggap tidak sah menurut aturan negara, meskipun bagi
mereka sudah cukup ketika sudah disahkan oleh adat maupun Agama.
Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bukan hanya di
daerah GOWA (daerah penelitian dalam tulisan ini) tetapi terjadi hampir di setiap
daerah. Perspektif seperti ini (cukup dengan aturan Agama dan adat) juga tidak
sepenuhnya betul, karena kita hidup di wilayah negara Hukum yang punya aturan-
aturan. Olehnya itu wajib bagi setiap warga negara mematuhi aturan-aturan yang
telah ditetapkan oleh negara untuk ketertiban masyarakat itu sendiri.
B. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
penulis mencoba mengajukan masalah pokok: Peranan KUA dalam
mengantisipasi kawin di bawah tangan di Kec.Pallangga Kab.Gowa.(Suatu
pendekatan Hukum Islam).
Berdasarkan masalah pokok di atas sekaligus memperjelas apa yang akan
di teliti, maka penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu:
1. Bagaimana tata cara kawin di bawah tangan di kecamatan Pallangga
kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah tangan di kecamatan Pallangga
kabupaten Gowa?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah tangan
di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa?
4C. Hipotesis
Adapun yang menjadi hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara
atas permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:
1. Berbica mengenai tata cara kawin di bawah tangan, itu tidak terlepas dari
proses pelaksanaannya. Dalam melakukan kawin dibawah tangan di
kecamatan Pallangga kabupaten Gowa, biasanya mereka hanya
memanggil 1 atau 2 orang dari sahabat dekatnya untuk di jadikan saksi
dan walinya, kemudian menghadap kepada ustads atau imam yang mau
menikahkannya. Walaupun mereka telah melafadzkan ijab qabul dan
menurutnya sah menurut agama,namun perkawinannya tidak tercatat dan
terjadi di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, sehingga
perkawinannya tdk sah menurut Hukum dan tidak mempunyai Hukum
tetap.
2. Adapun dampak yang di timbulkan perkawinan di bawah tangan yaitu
anak hasil perkawinan di bawah tangan di anggap anak tidak sah, apabila
terjadi perkawinan sah anaknya hanya di akui. Sedangkan anak yang lahir
di dalam perkawinan di bawah tangan di katakan anak yang di sahkan
karena hanya ada pengakuan dari ayahnya anak tersebut dan harus disertai
putusan pengadilan.Sedangkan terhadap laki-laki atau suami hampir tidak
ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau
suami yang menikah di bawah tangan denganseorang perempuan. Justru
yang yang terjadi menguntungkan, karena suami bebas untuk menikah
lagi, karena perkawinan yang sebelumnya yang di bawah tangan di
anggap tidak sah di mata Hukum. Suami berkelit dan menghindar dari
5kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-
anaknya. Dan tidak di pusingkan dengan pembagian harta gono-gini,
warisan dan lain-lain.
3. Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah tangan itu sah
tetapi akibat dari perkawinan tersebut sangat merugikan pihak perempuan
atau istri dan anak yang di lahirkan dari pasangan yang telah melakukan
perkawinan di bawah tangan. Adapun contoh kerugian yang di timbulkan
dari adanya perkawinan bawah tangan adalah pihak istri dan anak yang
lahir dari suatu perkawinan bawah tangan di anggap sebagai istri dan anak
tidak sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan adalah
perkawinan bawah tangan yang tidak tercatat dalam Hukum negara. Hal
ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam di
mana perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT agar
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
D. Defenisi Oprasional dan ruang lingkup penelitian
Untuk mengetahui gambaran umum tentang arti dan makna yang
terkandung dalam tulisan ini, maka penulis memaparkan arti dan makna yang
terkandung dalam judul yakni “Peranan KUA dalam Mengantisipasi Kawin di
Bawah Tangan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.
Bertolak dari judul tersebut terdapat beberapa kata yang kemungkinan
dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan arah dan maksud yang sebenarnya, karena
memiliki pengertian lebih dari satu. Untuk menghindari hal ini penulis akan
6memberikan arti dan makna yang terkandung dalam judul dimaksud sebagai
berikut:
“Peranan” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
dalam suatu peristiwa.3
“KUA” merupakan singkatan dari Kantor Urusan Agama yakni suatu
lembaga pemerintah yang secara khusus mengangani masalah-masalah
keagamaan masyarakat pada umumnya dan masalah perkawinan pada khususnya
yang berada di tingkat kecamatan di bawah naungan Departemen Agama.4
“Mengantisipasi” merupakan kata jadian yang berasal dari kata antisipasi
yang berarti proses melakukan tindakan untuk menangani sebuah masalah.5
“Kawin” sama dengan menikah. Artinya adalah hubungan yang sah antara
laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan keturanan
yang sah pula.6
“Di bawah tangan” adalah rangkaian dua buah kata yang arti literalnya
adalah sesuatu yang tempatnya berada di bawahnya tangan. Maksudnya adalah
sebuah proses perkawinan yang terjadi tanpa diketahui oleh badan yang
berwenang dalam hal perkawinan.
“Kecamatan Pallanga” adalah sebuah wilayah territorial di bawah
Kabupaten Gowa yang merupakan tempat dilakukannya penelitian atas tulisan ini.
“Kabupaten Gowa” adalah wilayah territorial yang berada di Sulawesi
Selatan membawahi Kecamatan Pallanga tempat dilakukannya penelitian.
3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I;
Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h. 321
4Ibid., h. 136
5Ibid., h. 39
6 Ibid, h.131
7"Pendekatan" adalah sebuah paradigma atau pandangan yang terkait
dengan sebuah disiplin ilmu, dalam hal ini adalah Hukum Islam dan Perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. tentang perkawinan.7
"Hukum Islam" adalah segala sesuatu yang mengatur tentang kehidupan
manusia, baik itu mulai lahir sampai meninggal yang di bawah oleh Nabi
Muhammad Saw.8
Berangkat dari pengertian judul di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan
tentang arti dan makna yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah
keterlibatan KUA dalam hal pengantisipasian kawin di bawah tangan yang
dilakukan oleh masyarakat di wilayah wewenangnya yakni di Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa.
E. Kajian Pustaka
Untuk memastikan ada tidaknya relevansi antara teori dan fakta yang
terjadi di lapangan maka pada sub uraian ini akan ditampilkan beberapa literatur
yang memiliki relevansi dengan apa yang dibahas dalam tulisan ini.
Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Majalah “al Marhamah” No. 22 tahun III 1999, yang menjelaskan bahwa
salah satu tugas dan fungsi KUA adalah memberikan layanan bagi
masyarakat, baik yang berhubungan dengan tata nikah, cara rujuk,
memberikan izin atau mencegah terjadinya perkawinan.
2. “Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia”
karya Marzuki Wahid dan Rumadi. Di dalam buku ini membahas tentang
hubungan antara agama dan negara. Di mana agama merupakan salah satu
7Ibid., h. 50
8Ibid., h. 87
8pilar penting bagi negara Indonesia. Karena masyarakat Indonesia
merupakan masyarakat yang taat beragama. Olehnya itu, persoalan agama
wajib diperhatikan.
3. “Fiqh Pernikahan” karangan DR. Manshur Amirullah, buku ini
membahas semua yang menyangkut tentang pernikahan, dasar dasar
hukumnya, tata cara melamar, sampai pada terbentuknya keluarga yang
sakinah.
4. Risma Siregar dalam bukunya “Perkawinan Campuran Berlainan Iman”.
Dari judulnya sudah dapat diketahui bahwa buku ini membahas tentang
bagaimana hukum perkawinan orang yang berlainan iman, serta
implikasinya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama.
5. Bahri A. Rahman, dalam “Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Hukum Islam”. Buku ini mencoba memaparkan tentang
perkawinan ditinjau dari aturan negara dan Agama Islam.
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan
Haji Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penghulu. Buku ini membahas tentang aturan-aturan yakni Surat Edaran
Menteri Agama tentang Pelaksanaan Penyesuaian (inpassing) dalam
Jabatan Fungsional Penghulu dan Surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang Jabatan
Fungsional Penghulu. Buku ini penting sebagai landasan normatif dalam
melakukan analisis terhadap objek kajian dalam penulisan skripsi ini.
Demikianlah secara singkat dipaparkan sebagian literatur yang
ditampilkan di atas. Selain literatur tersebut tentu masih banyak lagi tulisan-
9tulisan yang berkaitan dengan bagian yang dibahas dalam karya tulis ini. Namun
di antara sekian banyak itu hingga tersusun karya tulis ini belum ditemukan
adanya suatu literatur yang membahas seperti yang dipaparkan penulis dalam
kajian ini.
F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang kongkrit dengan mudah dalam tulisan ini,
maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Pelaksanaan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan suatu penelitian yang
membahas kenyataan atau kejadian tentang peran serta atau ke ikut sertaan
KUA dalam mengantisipasi kawin di bawah tangan di Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Metode Pendekatan
a. Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan
syariat Islam yang relevan dengan masalah yang dibahas dengan
melihat dasar Hukum pada alqur’an dan hadis.
b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang merujuk pada perangkat
perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kawin di bawah
tangan, baik itu yang bersumber dari alqur’an, hadis, maupun yang
bersumber dari undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode riset kepustakaan atau library research, yaitu dengan
mengadakan penelitian masalah perkawinan di bawah tangan melalui
kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, majalah atau surat
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kabar, ataupun makalah-makalah yang ada kaitannya dengan masalah
yang diteliti.
b. Metode riset lapangan atau field research, yaitu dengan cara
melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh
data yang objektif dan lengkap mengenai peranan KUA dalam
mengantisipasi kawin di bawah tangan di Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa. Salah satu metode yang digunakan penulis pada
riset lapangan ini yaitu dengan metode interview, yaitu dengan
melakukan wawancara kepada objek yang terkait dengan penelitian
ini.
4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.
Metode pengolahan data yang digunakan, yakni metode kualitatif
disertai dengan alasannya. Penggunaan metode kualitatif menghendaki
penegasan teknik analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, teknik
analisis reduksi data dan kategorisasinya. Selanjutnya diinterpretasi
dengan metode:
a. Deduktif, yakni pengolahan data yang menggunakan pengetahuan
yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus, misalnya analogi.
b. Induktif, yakni pengolahan data yang bersumber dari data dan fakta
yang khusus atas peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, argumentasi deskripsi,
perbandingan dengan realitas.
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:
a. Untuk mengetahui peranan KUA dalam mengantisipasi perkawinan di
bawah tangan.
b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan di bawah tangan di
kecamatan Pallangga kabupaten Gowa.
c. Untuk mengetahui bagaimana dampak perkawinan di bawah tangan
tangan di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa.
d. Untu mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang
perkawinan di bawah tangan di kecamatan Pallangga kabupaten
Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian adalah:
a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan
sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum pada
umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, dan diharapkan dalam
penulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu
menyelesaikan masalah-masalah  perkawinan di bawah tangan.
b.   Kegunaan praktis
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam
Hukum perdata Islam terutama yang berkaitan dengan perkawinan
di bawah tangan.
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2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang
terkait mengenai masalah perkawinan.
3. Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam
penyelesain naskah skripsi ini, dalam rangka penyelesaian studi
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada jurusan
peradilan agama.
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BAB IV
Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah tangan
A. Analisis Hukum Islam tentang Perkawinan di bawah tangan di
kecamatan Pallangga
Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah undang-undang No 1
tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 oktober 1975.
Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang
dilakukan menurut Hukum, dan perkawinan menurut Hukum adalah perkawinan
yang diatur dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam hal pencatatan
perkawinan. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan
yang dilakukan tidak menurut Hukum, daan nikah seperti itu dianggap sebagai
perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai akibat Hukum berupa pengakuan dan
perlindungan Hukum. Membahas masalah perkawinan di bawah tangan, itu tidak
terlepas dari pencatatan perkawinan, sebagaimana perkawinan di bawah tangan
merupakan perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat
atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pada mulanya syariat Islam, baik
dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya
pencatatan perkawinan. Namun, tuntutan perkembangan zaman dalam berbagai
pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya.
Dalam beberapa literatur Hukum Islam memang tidak dikenal adanya istilah
pencatatan dalam perkawinan. Sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak
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digantungkan kepada ada atau tidaknya pencatatan, tapi diukur ada dan tidaknya
syarat dan rukun nikah. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah karena masalah
pencatatan perkawinan ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sehingga
pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang tidak perlu dilakukan? Dan
bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah pencatatan ini?
Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al-Qur’an maupun Hadist
yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu ukuran
keabsahan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang
menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar
banyak orang yang menyaksikannya. Hadist lain mengisahkan agar perkawinan
dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang
hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan
bisa diketahui oleh lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa perkawinan
seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat
bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.
Lebih jauh dalam analisa Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat
Islam (maqashid al syariah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari
bahaya/mudharat. Karena perkawinan yang dicatat pemerintah menimbulkan
mudhrat kepada istri, anak dan harta perkawinan /harta bersama, maka pencatatan
perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai darurat.
Ketentuan umum bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan di atas adlah hasil
ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-qur’an dan Hadist. Hukum
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yang di tetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan
Hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-qur’an Hadist atau
maqashid al syariah, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum
dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.1
Harus dipertimbangkan bahwa perkembangan Hukum itu sangat tergantung
kepada perkembangan masyarakat, bahwa Hukum akan selalu berubah sesuai dengan
faktor-faktor yang mengubahnya. Menurut Abdul Manan (2005) ada beberapa faktor
yang menjadi alat atau faktor pengubah Hukum yaitu faktor arus globalisasi, faktor
sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi,faktor ilmu pengetahuan dan
tekhnologi, pendidikan Hukum dan supremasi Hukum.
Di samping kaidah tersebut di atas, ada satu teori Hukum Islam yang bisa
dijadikan dasar pijakan tentang perlunya pencatatan perkawinan ini yaitu teori
mashlahah mursalah. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diparintahkan
secara tekstual dalam Al-qur’an dan Hadist dapat dibuat suatu aturan berdasarkan
nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Untuk menilai apakah suatu
kegiatan yang Hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur maslahat atau tidak,
menurut para ahli teori Hukum Islam, harus ada tiga criteria, pertama: kemaslahatan
itu bersifat universal; kedua: kemaslahatan itu bersifat pasti atau tidak bersifat
hipotetif; dan ketiga: kemaslahatan itu bersifat esensial.
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan kaidah-
kaidah yang ada, penulis berpendapat bahwa demi ketertiban Hukum dimasyarakat
1Huzaimah Tahido Yanggo, Perkawinan yang tidak dicatat pemerintah: Pandangan Islam
(Jakarta:2007)
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dan mengingat manfaat yang didapat maka pencatatan perkawinan adalah suatu hal
yang sangat urgen dan wajib untuk dicatatkan.
Dalam pandangan perundang-undangan di Indonesia, ada beberapa landasan
Hukum yang mengatur pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah
undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . dalam pasal 2 ayat (2)
dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peraturan merinci bahwa lembaga yang berwenang
menangani perkawinan adalah kantor catatan sipil (KCS) bagi non Islam dan Kantor
Urusan Agama (KUA) bagi penganut agama Islam.
Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara
dan tata laksana perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang
dianggap penting untuk dikemukakan yaitu, pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 ayat (1)
yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai
pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo.
Undang-undang No. 32 Tahun 1954.2
Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui intruksi Presiden
No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yang berbunyi:
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus di catat.
2Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat (cet. 1; Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2010), h. 217.
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2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai
pencatat nikah sebagai mana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946
jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
Adapun tekhnis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang
menyebutkan:
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat
nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah
tidak mempunyai kekuatan Hukum.3
Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 29 desember Tahun 2006 juga
dijabarkan mengenai pencatatan perkawinan yaitu mengatur tata cara dan tata
laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami penduduk
Republik Indonesia. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam,
pasal 8 undang-undang No. 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi
pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang
beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA
kecamatan.
Jadi dengan pencatatan perkawinan oleh pemerintah, selain peristiwa
perkawinan di umumkan ke khalayak, pada hakekatnya juga memuat akibat dan
3Ahmad Rofiq, op. Cit., h.109-110.
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konsekwensi Hukum, yakni kejelasan hak dan kewajiban bagi masing-masing
pasangan, hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, juga hak pasangan jika
salah satunya meninggal. Intinya, tuntutan pencatatan perkawinan itu dilandasi oleh
pertimbangan kemaslahatan atau manfaatnya bagi yang bersangkutan dan bagi yang
berkaitan dengannya. Dalam bahasa administrasi, tujuan pencatatan perkawinan
adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan itu
merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi
martabat dan kesucian perkawinan, lebi khusus lagi untuk melindungi hak-hak
perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dari berbagai penjelasan di atas maka
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun Hukum Islam dan Hukum fositip
berbeda dalam memandang keabsahan perkawinan, namun dari perbedaan tersebut
dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang kian maju dan
modern, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgent mengingat
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Hukum Islam dan Hukum positif dapat
dijadikan sumber Hukum yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang
lainnya sebab kedua aturan tersebut mempunyai tujuan Hukum yang sama yaitu
sama-sama berusaha menciptakan ketertiban hidup di tengah-tengah masyarakat.
B. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
PALLANGGA.
Kantor urusan agama sebagai ujung tombak kementrian agama dalam
melayani masyarakat di bidang keagamaan memiliki peran kursial. Kantor Urusan
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Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat urusan agama Islam
Ditjen Bimas Islam Departement Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan,
satu tingkat di bawah Kementrian Agama tingkat kota/kabupaten.
Menurut kepala kantor urusan agama kecamatan Pallangga kabupaten Gowa
memaparkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan telah di atur
oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 yaitu KUA
kecamatan, adalah instansi kementrian agama yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama
Islam dalam wilayah kecamatan. Tentunya tugas tersebut harus mengacu pada
kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
Menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamataan Pallangga mengacu pada
buku administrasi KUA Kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian
Agama yaitu sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengkordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan
KUA kecamatan dan memberikan bimbingan  serta petunjuk pelaksanaan
tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pallangga sesuai
dengan job masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugaasnya, Kepala KUA kecamatan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang beraku.
3. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan bertanggung jawab
kepada kepala KUA kecamatan.
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4. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA kecamatan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA
Kecamatan Pallangga, selain tugas pokok di atas juga mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan
pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina
mesjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial kependudukan dan
pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan
penyelenggara haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Selain fungsi di atas, menurut pegawai KUA kecamatan Pallangga
mengatakan bahwa fungsi yang di jalankan KUA juga melipputi fungsi administrasi,
fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan, serta penyuluhan. KUA
juga berperan sebagai kordinator pelaksana kegiatan pendidikan Islam serta kegiatan
penyuluh agama fungsional (PAF). Di samping itu, KUA memiliki badan semi resmi
yang di bentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain badan
penasihatan, pembinaan dan pekestarian perkawinan (BP-4) yang berfungsi
memberikan nasehat kepada calon suami istri (penasehat pra nikah), penyuluh
pengamalan ajaran agama Islam (P2-A) yang berfungsi dalam pembinaan ibadah
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social, pengawasan produk halal dan pelaksanaan hisab rukyat, dan badan
kesejahtraan masjid (BKM), semua bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang
beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya
keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.
Meski memiliki banyak peran di bidang pembangunan keagamaan, namun
fungsi paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi
pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang
diperkuat dengan intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum
Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk Hukum ini ditunjang dengan peraturan-
peraturan di tingkat menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait
administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran
KUA di tingkat Kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.4
Peran KUA di bidang pencatatan perkawinan ini, beberapa tahun belakangan
mendapat soratan dari banyak pihak. Hal ini terutama terkait dengan besaran biaya
administrasi perkawinan yang harus dibayarkan oleh para catin, yang jumlahnya
variatif antara satu catin dengan catin yang lain. Namun menurut kepala Kantor
Urusan Agama ketika diwawancarai pada tanggal 28 maret 2013 mengatakan bahwa
besaran biaya pencatatan pernikahan sendiri, sebagai salah satu bentuk penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), telah diatur oleh pemerintah dalam peraturan
pemerintah No. 47 Tahun 2004, yaitu sebesar Rp. 30.000,-. Besarnya biaya ini,
dikembalikan lagi kepada KUA sebagai anggaran opresional. Jika mengacu pada
4Pegawai Administrasi KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa, wawancara oleh penulis di Kantor
KUA Kec. Pallangga 17 maret 2013.
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peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-32/PB/2009 Pasal 2 ayat 2, maka paling
besar Kementrian Agama melalui Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dapat
menarik kembali adalah 80% dari total keseluruhan jumlah dana yang diterima dari
sekian peristiwa nikah. Dari dana kembali yang sebesar itu maka, sesuai Peraturan
Menteri Agama No. 71 Tahun 2009, KUA hanya menerima paling besar 80% karena
harus dibagi dua dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan menurut kepala
kantor urusan agama bahwa itulah peraturan yang telah diberlakukan oleh kantor
urusan agama kecamatan Pallangga yaitu besar biaya pencatatan nikah adalah
sebesar Rp. 30.000.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa memimpin dan mengkordinasikan
kegiatan serta memberikan bimbingan terhadap staf sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Sedangkan KUA kecamatan Pallangga mempunyai fungsi sebagaimana
yang tertuang dalam KMA No. 517 Tahun 2001 yaotu menyangkut masalah statistik
dan arsip-arsip serta pelaksanaan nikah dan rujuk.
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C. HAMBATAN-HAMBATAN KUA KECAMATAN PALLANGGA DALAM
MENGATASI PERKAWINAN BAWAH TANGAN.
1. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam masyarakat.
Asumsi bahwa sebagian besar warga muslim yang merupakan penduduk
terbesar dari negara Republik Indonesia ini dan secara moral mereka penduduk
terikat kepada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, ternyata masih awam
atau belum memahami dengan sebaik-baiknya. Padahal kesadaran hukum
masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya  penegakan
hukum. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai makna bahwa masyarakat
memahami dan menghayati kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku, dan dengan
kesadaran atau tanpa paksaan dari siapa pun bersedia melaksanakan ketentuan-
ketentuan hukum itu. Betapa pun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum termasuk
Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan demi aturan yang terdapat dalam
aturan hukum yang dimaksud niscaya ide atau tujuan “untuk mewujudkan tata
kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib” berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945, sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu tingkat
kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan cukup
menentukan dalam proses sosialisasinya. Demikian menurut Direktur Pembinaan
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Peradilan Agama RI, Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. dalam sambutannya pada acara
pembukaan pelatihan penyuluhan UU.5
Sebagaimana umumnya bahwa setiap peraturan yang telah sah dan
diundangkan oleh pemerintah selalu diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, lebih dari
200 juta jiwa dan tersebar di banyak daerah.6
Karena logika hukum bahwa tidak etis untuk memberikan sanksi kepada
seseorang apabila hukum yang mengaturnya belum merka ketahui. Sosialisasi
terhadap undang-undang biasanya dilakukan minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi,
untuk undang-undang perkawinan, pemerintah melalui Departemen Agama tidak
henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi.7
Karena masyarakat Indonesia termasuk lambat untuk memahami undang-
undang. Sampai sekarang pun tidak bisa dijamin bahwa setiap warga negara Indonesi
mengetahui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apalagi
memahami isinya dan maksudnya. Begitu pula Instruksi Presiden R.I Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya terbatas pada orang-orang
tertentu misalnya dosen Peradilan, berikut instansi tertentu misalnya, Pengadilan
5Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. dalam sambutannya pada acara pembukaan Pelatihan
Penyuluhan UU No. 7 tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI, di Jakarta: Juli 2004.
6A. Rahman Bahri, Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam. (Jakarta: PT. Hidakarya 1993). h. 54
7Muhammad Abed Al-Jabiri,, al-Din wa al-Daulah wa al-Tathbiq al-Syariah diterjemahkan
oleh Mujiburrahman dengan Negara, Agama, dan Penerapan Syari’ah (Cet. I; YokyakartaL LKiS,
2001). h. 12
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Agama, itu pun kemungkinan besar hanya Hakim dan Panitera. Lebih-lebih
masyarakat yang umumnya beragama Islam dan tidak sampai ke jenjang pendidikan
yang layak.
Hampir keseluruhan  masyarakat tidak mengerti Undang-Undang tentang
perkawinan, apakah itu UU Nomor 1 tahun 1974 maupun Inpres. Nomor 1 tahun
1991 tentang KHI.
KUA sebagai instansi yang dinaungi di bawah Departemen Agama,
merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat, bahkan bisa dikatakan
bersentuhan langsung. Mempunyai tugas untuk mensosialisasikan undang-undang
tersebut. Agar masyarakat paham dan mengerti proses perkawinan menurut aturan
negara. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan tidak terjadi. Yang
ujungnya akan sama-sama menjadi puas, baik masyarakat maupun instansi yang
terkait.8
Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa, pasal 4
KHI9 menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974.10
Kemudian pasal 5 KHI berbunyi:
8Ratno Lukito, Islamic Law dan Encounter: The experiment of Indonesia, (Jakarta: INIS,
1998). h. 87
9 Semua pasal dalam yang disebutkan dari KHI dikutip dari Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pmebinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Departemen Agama R.I, 1998)
10Semua Pasal yang disebutkan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penulisan ini
dikutip dari Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama R.I 2004).
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(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.11
Pasal 6 KHI:
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.
(2) Perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum.12
Pasal 7 ayat (1) disebutkan:
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai  Pencatat Nikah.
Dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974,
(1) Dalam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
11 Semua pasal dalam yang disebutkan dari KHI dikutip dari Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pmebinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Departemen Agama R.I, 1998)
12 Semua pasal dalam yang disebutkan dari KHI dikutip dari Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pmebinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Departemen Agama R.I, 1998)
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(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.13
Adapun penjelasan, dengan perumusan pada  pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada
perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945.14
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk keputusan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak
ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Tentang tugas PPN yaitu: Mencegah perkawinan terdapat pada pasal 21 :
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia
akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari
penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
13 Semua Pasal yang disebutkan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penulisan ini
dikutip dari Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama R.I 2004).
14 Semua Pasal yang disebutkan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penulisan ini
dikutip dari Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama R.I 2004).
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(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan
kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan
keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di
atas.
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut
ataukan memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.
Tentang perkawinan harus dilangsungkan di muka PPN, tercantum dalam
pasal 26 ayat
(1): Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami
atau isteri, jaksa dan suami atau istri.
Adapun aturan –aturan tentang UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam PP RI
No.9 Tahun 197515 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan.
15 Semua kutipan tentang peraturan pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 dikutip dari departemen agama
R.I. Bahan penyuluhan Hukum: UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No. 1 tahun 1974.
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Pasal 2 menjelaskan lebih rinci lagi tentang keharusan pencatatan
perkawinan.
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk.
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai
pencatatan perkawinan.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan pemerintah
ini.
Jadi sangat jelas dalam peraturan pemerintah ini, bahwa mereka yang tidak
memiliki akta pernikahan, adalah tidak sah perkawinannya, meskipun secara agama
mungkin sah tetapi jika mereka tidak mendaftarkannya atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinannya dinyatakan juga
tidak sah dengan segala konsekuwensi yang dikandungnya.
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2. Faktor penghambat
Tidak semua yang pekerjaan dapat dilakukan dengan hanya membalikkan
telapak tangan. Itu juga yang dialami oleh KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa. Ada yang menjadi faktor penghambatnya yang sering dialami oleh KUA
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi perkawinan di bawah
tangan dalam wilayah wewenangnya, antara lain:
1) Jarak lokasi sosialisasi tidak mudah dijangkau, sehingga memerlukan waktu
yang tidak sedikit.
2) Lanjutan dari masalah di atas adalah kadang jadwal tidak sesuai rencana.
D. PERANAN KUA KECAMATAN PALLANGGA DALAM MENGANTISIPASI
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala dan Sekretaris KUA
Kecamatan Pallangga pada tanggal 20 maret 2013 di Kecamatan Pallangga,
diperoleh informasi bahwa peranan KUA dalam mengantisipasi kawin di bawah
tangan di kecamatan Pallangga terdiri dari dua tahap:
1. Memberikan Pemahaman melalui:
a. Pertemuan rapat bersama Kepala Desa, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,
pembantu penghulu dengan berkoordinasi unsur Tripika Kecamatan (Camat,
polisi, Koramil) lewat pertemuan/rapat rutin setiap bulannya dan rapat per
triwulan
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b. Memberikan informasi/penjelasan lewat ceramah-ceramah. Bekerjasama dengan
para da’i, muballigh/Khatib se-kecamatan Pallangga termasuk Majelis Ulama
Indonesia wilayah Pallangga.
c. Mengadakan koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam hal masyarakat yang
mengajukan tolak/cerai gugat yang tidak terdaftar/ tercatat di KUA.16
2. Sosialisasi.
a. Memberikan penerangan, penjelasan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.
b. Memberikan pemahaman pada saat acara perkawinan (nasehat perkawinan).
c. Mengadakan ceramah di masjid dan mushalla terkhusus untuk perkawinan yang
tidak terdaftar.17
Dalam melaksanakan tugasnya dalam mengantisipasi kawin di bawah
tangan, sebagai lembaga negara tentunya tidak semudah dengan sekedar teori yang
terapkan. Tentu ada saja yang menjadi faktor pendukung, faktor penghambat,
peluang dan tantangannya. Untuk itu penulis membahas secara rinci keempat hal
tersebut.
b. Faktor Pendukung
Faktor pendukung adalah hal-hal yang dipakai atau yang telah dimanfaatkan
oleh KUA kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam mengemban tugasnya
mengantisipasi perkawinan di bawah tangan. Faktor pendukung ini berasal dari
internal KUA sendiri.
16 Hasil wawancara dengan, kepala KUA Kec. Pallangga, “wawancara”, di kec. Pallangga, tanggal 28
maret 2013, di kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
17 Hasil wawancara dengan, kepala KUA Kec. Pallangga, “wawancara”, di kec. Pallangga, tanggal 28
maret 2013, di kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
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Faktor-faktor tersebut adalah:
1) Adanya keseriusan dari para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
2) Tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan hal-hal yang berhubungan
dengan sosialisasi, misalnya : alat-alat elektronik maupun transportasi ke desa
tempat dilakukannya sosialisasi.
3) Adanya keterampilan sosialisasi yang dimiliki oleh orang-orang yang telah
diamahkan oleh KUA, misalnya: keterampilan penyuluhan.
c. Faktor penghambat
Tidak semua yang pekerjaan dapat dilakukan dengan hanya membalikkan
telapak tangan. Itu juga yang dialami oleh KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa. Ada yang menjadi faktor penghambatnya. Adapun yang faktor penghambat
yang sering dialami oleh KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam
mengantisipasi perkawinan di bawah tangan dalam wilayah wewenangnya, antara
lain:
1) Jarak lokasi sosialisasi tidak mudah dijangkau, sehingga memerlukan waktu
yang tidak sedikit.
2) Lanjutan dari masalah di atas adalah kadang jadwal tidak sesuai rencana.
d. Peluang
Peluang yang dimaksud adalah hal yang berada di eksternal KUA, yang
menyangkut kondisi-kondisi yang memungkinkan sosialisasi bisa berjalan seperti
yang diharapkan. Adapun peluangnya antara lain:
1) Masyarakat masih punya kepercayaan pada KUA Kecamatan Pallangga.
61
2) Karakter masyarakat Kecamatan Pallangga umumnya mudah menerima saran.
3) Adanya kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara institusi lain, misalnya
lembaga Pengadilan Agama.
4) Adanya dukungan secara individu yang dianggap berpengaruh dalam
masyarakat misalnya, tokoh masyarakat dan para muballigh. Jadi peluang yang
dimiliki oleh KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa cukup banyak,
sehingga apabila mampu dimanfaatkan dengan baik maka sosialisasi dapat
berjalan dengan lancar.
e. Tantangan
Tantangan yang dihadapi adalah berasal dari eksternal lembaga KUA
Kecamatan Pallangga adalah meskipun masyarakat respek terhadap KUA, tetapi
menyesuaikan waktu antara Program sosialisasi dan kesibukan masyarakat sendiri
kadang berbenturan.18
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III mengenai tugas dan fungsi
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, adapun fungsi yang menonjol
adalah mengenai administrasi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat
diperlukan agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan tidak
berdampak buruk bagi istri dan anak yang dilahirkannya. Namun, pencatatan
perkawinan sering kali dianggap enteng dikalangan masyarakat, sehingga
perkawinan yang tidak tercatat atau biasa disebut sebagai perkawinan di bawah
18 Hasil wawancara dengan, kepala KUA Kec. Pallangga, “wawancara”, di kec. Pallangga, tanggal 28
maret 2013, di kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
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tangan sering terjadi di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. KUA sebagai
instansi yang dinaungi di bawah Kementrian Agama merupakan instansi yang paling
dekat dengan masyarakat, bahkan bisa dikatakan bersentuhan langsung mempunyai
tugas untuk mengsosialisasikan Undang-undang terutama Undang-undang untuk
perkawinan agar masyarakat paham dan mengerti proses perkawinan menurut aturan
negara, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi.
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BAB II
SELAYANG PANDANG KECAMATAN PALLANGGA
A. Kondisi Geografis Kecamatan Pallangga
Faktor geografis adalah fasilitas yang sangat penting dan mempengaruhi
hidup dan kehidupan masyarakat. Pentingnya faktor ini adalah terlihat pada
kenyataan proses kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, maka dalam menganalisa suatu masalah yang ada
hubungannya dengan suatu daerah, maka objek analisa tidak lepas dari usaha untuk
mengetahui secara lengkap tentang luas dan perkembangan daerah tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, Drs. YBA. Mayor Polat menjelaskan
tentang keadaan geografis yang dimaksud di atas adalah:
Geografis adalah segala kondisi-kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia
dan khususnya diperhatikan kombinasi kondisi-kondisi topografis dengan
kondisi lain. Demikianlah keadaan meliputi tanah dengan meliputi kekayaan,
pembagian darat dan laut, gunung dan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan darat
termasuk iklim musim banjir, gempa bumi dan topan.1
Dengan demikian seperti apa yang dikemukakan oleh Mayor Polat di atas
mengenai geografis, maka di bawah ini penulis dapat menjelaskan tentang keadaan
iklim, letak serta luas wilayah khususnya kecamatan Pallangga sebagai objek
penelitian penulis.
Hal ini dapat dilihat uraian berikut ini:
1. Letak
1 Drs. YBA. Mayor Polat, Sosiologi suatu pengantar Ringkasan (Jakarta: Balai Buku Ikhtiar,
1964), h. 59
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Kecamatan Pallangga berada pada bagian selatan kota Gowa, yang
merupakan kecamatan terluas dalam wilayah Kabupaten Gowa, dengan posisi
koordinat 5’35” LS (lintang selatan) dan 120’12” BT (bujur timur), dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut:
a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Takalar
b) Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores
c) Sebelah barat berbatasan dengan dengan Kecamatan
d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
2. Luas Wilayah
Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada kantor kecamatan Pallangga
dapat diketahui bahwa luas wilayah kecamatan Pallangga adalah 173 km, terbagi
dalam 17 desa dan 2 kelurahan.
Wilayah kecamtan Pallangga terdiri dari perbukitan dan gunung-gunung
denga ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.2 Di samping itu,
wilayah kecamatan Pallangga juga memiliki persawahan yang terhampar luas dan
daerah pantai yang cukup panjang.
3. Iklim
Adapun iklim di wilayah ini dapat dikatakan sama saja dengan iklim di
daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan pada umumnya, yaitu musim hujan
berlangsung antara bulan April sampai bulan September. Sebagaimana halnya
dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Gowa mempunyai suhu udara yang
2 Kantor Statistik Kabupaten Gowa, 2013.,
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sama yakni beriklim tropis. Dengan demikian keadaan iklim di kecamatan Pallangga
terdiri dari 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.
B. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Pallangga
Dalam keadaan demografis ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan
masyarakat kecamatan Pallangga melalui bidang pendidikan, keadaan penduduk,
bidang mata pencaharian serta keadaan keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari
uraian berikut ini:
1. Bidang Pendidikan
Berbicara masalah pendidikan di kecamatan Pallangga dapat dikatakan
berkembang baik ditinjau dari peningkatan sarana, fisik maupun perkembangan non
fisik, semuanya cukup menglaami peningkatan yang menggembirakan. Hal ini
terbukti dengan adanya usaha-usaha pemerintah untuk membangun sarana
pendidikan seperti Inpres, rehabilitasi pendidikan yang telah ada, menambah ruangan
belajar, menambah sarana bacaan seperti perpustakaan. Di samping itu adanya
kegairahan dan minat yang amat besar dari anak-anak usia sekolah untuk masuk
sekolah.
2. Bidang Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk kecamatan Pallangga banyak dipengaruhi oleh
kondisi alam dan iklim di daerah tersebut. Sebagai daerah yang memiliki luas
wilayah yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, persawahan, perkebunan tentu saja
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masyarakat kecamtan Pallangga banyak yang hidup dengan mata pencaharian di
bidang pertanian, bercocok tanam dan juga jadi buruh.
Data yang diperoleh dari Pallangga dalam angka 2001 serta observasi pada
penelitian menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat tersebut di atas, maka
dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:
a. Bertani/berternak
Secara umum tanaman yang ditanam oleh masyarakat kecamtan Pallangga
adalah tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan, atau dengan kata lain
tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang. Tanaman pangan antara lain
padi, ubi, jagung, buah-buahan dan sayur-sayuran. Setiap tahun, petani di kecamatan
Pallangga rata-rata mampu menanam padi sebanyak 3.
Sedangkan tanaman perkebunan yang produksinya cukup tinggi yaitu coklat,
rambutan, kelapa, tebu, sayur-sayuran dan sejumlah tanaman jangka panjang lainnya.
Sementara tanaman perkebunan lainnya, hasil produksinya relatif kecil. Di samping
itu, para petani, para petani di kecamtan Pallangga hampir semuanya memelihara
ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan unggas sebagai suatu penghasilan
tambahan.
b. Berdagang/pengusaha
Selain hidup bertani, warga kecamtan Pallangga juga memiliki mata
pencaharian lain yaitu sebagai pedagang/pengusaha. Berdagang atau pengusaha
dimaksud yaitu:
1) Membeli barang hasil pertanian masyarakat kemudian dijual di pasar
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2) Membeli barang-barang hasil industri dari kota kemudian dijual ke masyarakat
3) Membeli barang-barang campuran, kemudian dijual kepada masyarakat dengan
membuka toko atau kios.
4) Sebagai pengusaha, melakukan pekerjaan borongan atau memproduksi barang
atau jasa.
c. Buruh
Di samping hidup dari berkebun, berternak dan berdagang, masyarakat
kecamatan Pallangga juga hidup sebagai buruh. Buruh yang dimaksudkan di sini
yaitu para pekerja yang bekerja di suatu perusahaan sebagai tenaga kasar dan kuli
bangunan.
d. Pegawai/karyawan
Pegawai atau karyawan yang dimaksudkan di sini yaitu warga kecamatan
Pallangga yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
anggota TNI/Polri dan karyawan swasta yang bekerja di berbagai instansi pemerintah
atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
3. Keadaan Keagamaan
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat penelitian dapat
disimpulkan bahwa di kecamtan Pallangga di dominasi oleh penganut agama Islam.
Jumlah penduduk kecamatan Pallangga saat ini mencapai lebih kurang 65.104 jiwa.
Dari jumlah tersebut sebagian besarnya atau sekitar 99.17% beragama Islam.
Sedangkan selebihnya yaitu sekitar 997 jiwa atau 083% menganut agama non Islam.
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Khususnya di kecamatan Pallangga mempunyai keyakinan dan ketaatan yang
tinggi terhadap nilai-nilai kerohanian dalam rangka meningkatkan pendidikan agama
dengan cara demikian maka keyakinan beragama dengan mudah dapat ditingkatkan.
Untuk lebih jelasnya tentang keadaan agama penduduk, dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel I
Komposisi penduduk menurut Agama
Di kecamatan Pallangga
No Desa/Kelurahan Agama Jumlah
PendudukIslam Non Islam
1 Mariorennu 3.451 11 3.462
2 Jalanjang 3.543 9 3.552
3 Matekko 3.480 11 3.491
4 Paenre Lompo’E 3.994 - 3.994
5 Bialo 3.068 - 3.068
6 Bonto Mazila 4.600 - 4.600
7 Bonto Macinna 2.454 - 2.454
8 Padang 3.442 - 3.442
9 Barombong 1.986 - 1.986
10 Bonto Sunggu 2.187 - 2.187
11 Polewali 4.890 - 4.890
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12 Palambar’E 3.224 - 3.224
13 Bukit Tinggi 2.263 - 2.263
14 Bonto Nyeleng 3.220 - 3.220
15 Bukit Harapan 2.836 - 2.836
16 Dampang 3.951 - 3.951
17 Benteng Gantarang 2.816 - 2.816
18 Bonto Raja 3.587 - 3.587
19 Gattareng 3.669 - 3.669
20 Benteng Malewang 2.433 - 2.433
Jumlah 65.074 31 65.105
Sumber data: Kantor KUA Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, 2012.
Dari tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa penduduk kecamatan Pallangga
mayoritas beragama Islam. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pola hidup
masyarakat.
Keseharian kehidupan masyarakat kecamatan Pallangga diwarnai dengan
nilai-nilai ke-Islam-an yang berpedoman pada alqur’an dan al-sunnah. Meskipun
diakui pengaruh adat masih cukup kuat. Namun agama Islam tetap mendominasi
dalam segala aspek dan manifestasi dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh Islam
dam kehidupan pribadinya masing-masing. Sehingga jelaslah bahwa agama Islam di
kecamatan Pallangga telah mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat seperti
perkawinan, kewarisan, kematian, dan sebagainya.
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Sebagai penduduk atau umat yang beragama, mereka tidak hanya menganut
agama dan kepercayaannya itu hanya sebatas pengakuan di mulut atau lisan semata,
tetapi mereka mewujudkan dalam rutinitas ritualnya. Mereka menjalankan ajaran
agamanya di tempat-tempat ibadah yang didirikan dan tersebar di seluruh pelosok
kecamatan Pallangga saat ini sebanyak 130 buah. Untuk lebih jelasnya jumlah
tempat ibadah menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel II
Jumlah tempat ibadah menurut agama
Di Kecamatan Gantarang
No Agama Jumlah tempat ibadah
1 Islam 130
2 Kristen Katolik -
3 Kristen Protestan -
4 Hindu -
5 Budha -
Jumlah 130
Sumber data: Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa, 2013
Dari tabel II tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah
yang ada di kecamatan Gowa sebanyak 130 buah dan seluruhnya adalah milik umat
Islam. Sedangkan masyarakat non-Islam hanya memiliki satu tempat ibadah di
kabupaten Gowa yaitu di kecamatan Pallangga.
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C. Kondisi Adat Istiadat
Adat istiadat adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang lama-kelamaan
menjadi hukum, apabila telah dicantumkan dalam keputusan penguasa masyarakat,
sebagaimana pendapat E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam
Hukum Indonesia, mengemukakan bahwa:
Hukum itu dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan adalah adat yang ada di
dalam masyarakat, biasanya sebagai kebiasaan dan adat, lambat-laun menjadi hukum
atau dengan kata lain kebiasaan lambat-laun menjadi hukum dan adat lambat-laun
menjadi hukum adat, apabila telah dicantumkan dalam keputusan penguasa
masyarakat3
Di mana saja terdapat kelompok manusia dalam suatu ruang lingkup
masyarakat yang merasa diri seketurunan, senasib dan sepenanggungan yang dibatasi
oleh suatu suku, maka pasti mempunyai kelainan-kelainan khusus  yang tidak sama
dengan suku lain, baik tabiat, dan tata gaul, tutur kata, sifat adat istiadatnya maupun
kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu prinsipil, yang dapat menjadi pertanda
sebagai ciri khas dari keadaan sekelompok manusia/masyarakat dari tiap-tiap suku.
Demikian halnya masyarakat Pallangga yang pada umumnya terdiri dari
suku Bugis/Makassar, juga mempunyai ciri khas tersendiri, ditinjau dari segala aspek
kehidupan dalam masyarakat Pallangga itu sendiri, sebagai lambang yang paling
mudah dikenal bahwa masyarakat itu adalah masyarakat Pallangga.
3 Lihat E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Balai Buku Ikhtiar,
1996), h. 18-19
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Masyarakat kecamatan Pallangga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi
sehingga menjadi suatu tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi
berikutnya. Tradisi atau adat istiadat masyarakat Kecamatan Pallangga sangat
dihormatil, karena dianggap sangat bernilai, berharga, sehingga dapat berfungsi
sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap anggota masyarakat.
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BAB III
TINJAUAN TENTANG KAWIN DI BAWAH TANGAN
A. Pengertian Kawin di Bawah Tangan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa kawin di bawah tangan
merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatat pada lembaga negara yang
berwenang.1 Yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan bentuk
perkawinan masa kini yang timbul dan berkembang pada sebagaian masyarakat
Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan
pekasanaan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang birokratis
dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara
sendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu Hukum cara
seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara
menghindari diri dari persyaratan Hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan
peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan yang bersangkutan, dapat
menghindarkan suatu akibat Hukum yang dikehendaki.2 Dalam hal ini yang menjadi
lembaga negara yang khusus menangani pencatatan pernikahan adalah KUA. Dan
yang khusus membidangi  pencatatan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. I; Jakarta:
Balai Pustaka, 1989),  h. 131.
2Prof Gouw. G. Siong S.H., Hikum Perdata Internasional Indonesia ( cet. IV; Jakarta: Kinta,
1964), h. 21.
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Menurut  pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut
Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pasal 4 KHI disebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan Tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975.3
Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menybutkan bahwa, “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Kemudian pasal tersebut diatas diperjelas dengan adanya
Bab 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa,” sebuah perkawinan baru
dianggap memiliki kekuatan Hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan
menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang
ditentukan undang-undang”. Aturan ini yang menimbulkan istilah perkawinan di
bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak tercatat.4
Dan kebalikan dari kedua aturan negara ini adalah perkawinan di bawah
tangan, yang tidak terdaftar baik pada KUA ataupun Kantor Catatan Sipil.
Perkawinan seperti inilah yang hendak dicegah atau diminimalisir karena tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam Hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.
Sehingga apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan
keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar.
Misalnya ketika sebuah pasangan ingin melakukan perceraian di Pengadilan
Agama. Pendaftaran mereka tidak bisa diterima karena pernikahannya juga tidak
terdaftar secara Hukum.
3Beni Ahmad Saebani, op. Cit., h. 84.
4Bgd. Armaidi Tanjung, op. Cit., h. 202.
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Perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan
rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut
agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak baroqah dan luput dari
perlindungan Hukum yang berwenang serta perkawinan di bawah tangan tidak
mempunyai kekuatan Hukum tetap.
Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah
bertujuan untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dalam hal perkawinan.
Dengan melihat pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang
menyatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, perkawinan di bawah tangan merupakan
perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan sah menurut
agama dengan terpenuhinya syaratdan rukun nikah itu. Sehingga banyak pendapat
ahli Hukum dan sarjana Hukum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah
hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila
melihat dari pasal 2 ayat 2 yang harus dibaca sebagai suatu kesatuan, artinya
perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu
dan harus dicatatkan sebagaimana diatur pasal 100 KUH perdata yang menyatakan
bahwa,” Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada
dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar
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Catatan sipil. Sehingga, akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu
perkawinan.
Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam.
Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.
Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit
terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan
itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di samping itu pula mendapat akta
nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda
apabila suatu perkawinan tidak tercatat atau  disebut perkawinan di bawah tangan
dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya. Karena
perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Orang yang melakukan perkawinan di
bawah tangan, mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta
nikah, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat
perkawinan itu dilaksanakan.
Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam
masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan,
untuk melindungi martabak dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus bagi
perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang
dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu di
antara mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya
Hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena
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adanya akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan Hukum yang
telah mereka lakukan. Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut
Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan
perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat di berlakukan
sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai
pelengkap, bukan penentu. RUU perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya
perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat
perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan
dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan Hukum
perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini”.5
Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang perkawinannya
dilaksanakan tanpa sepengetahuan pencatat nikah. Adakalanya orang tua yang
menganggap dirinya seorang kiyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa
kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah menurut Hukum agama Islam serta
mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya administratif saja. Di beberapa
media yang mengimformasikan tentang perkawinan di bawah tangan di perbolehkan
dan mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Sementara itu jika dilihat
dari perspektif Hukum pemerintahan dan norma sosial, perkawinan di bawah tangan
adalah perkawinan yang menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) sebagai intansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
perkawinan di bawah tangan ialah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan
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seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-
ketentuan dalam Hukum agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentan perkawinan dan PP No. 9 Tahun
1975 Bab II tentang pencatatan perkawinan.
B. Alasan-alasan Kawin di Bawah Tangan
Secara umum tujuan dari perkawinan atau mengawini seseorang menurut
ajaran Islam telah diatur, yakni untuk mendapatkan keturunan yang bertaqwa kepada
Allah dan hidup secara mawaddah wa rahmah.
Dalam Islam, terdapat Hukum bagi mukallaf. Hal ini juga terkait dengan
pernikahan. Wajib, bila seorang laki-laki sudah mapan dari segi ekonomi dan
psikologi, dan apabila ia tidak menikah akan menimbulkan hal negatif bagi dirinya.
Sunat, jika seorang laki-laki sudah mampu lahir dan batin tapi belum sampai pada
tahap hiper, dan apabila ia tidak menikah tidak mendatangkan mudarat baginya.
Haram, bila seorang laki-laki ingin beristri tetapi ia hanya berniat untuk memberikan
kemudaratan kepada istrinya, meskipun ia sudah siap lahir dan batin terlebih lagi
kalau ia tidak siap.
Karena menikah merupakan ajaran Islam, maka hal tersebut merupakan
kewajiban yang mempunyai landasan formal syariat Islam. Dan Nabi waktu
memerintahkan menikah kepada umatnya itu berada dalam negara yang Islami, yang
beliau pimpin sendiri.
Hal ini berbeda ketika subjek yang ingin melakukan pernikahan berada dalam
sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Di mana Hukum yang berlaku
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adalah Hukum negara yang telah diundangkan. Meskipun sebenarnya Hukum
tersebut, tetap mengakomodir sistem Hukum yang telah berlaku dalam masyarakat
negara. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkan adalah
sistem Hukum adat dan sistem Hukum Islam.
Jika demikian permasalahannya, maka orang yang ingin menikah harus
mengikuti aturan-aturan negara. Aturan negara yang dimaksud adalah setiap
pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernaung di bawah
KUA.
Persoalannya sebenarnya mudah, hanya mendaftar. Namun, sebagian
masyarakat kita belum menyadari sepenuhnya pentingnya pencatatan pernikahan
yang terjadi antara mereka. Pernikahan di bawah tangan seperti ini sering terjadi di
kalangan selebritis. Maksud mereka melakukan hal tersebut bukan karena
menganggap hal pendaftaran itu susah, tetapi lebih karena persoalan popularitasnya
sebagai selebritis akan tereduksi.
Hal ini berbeda dengan pemahaman masyarakat biasa. Masyarakat biasa
berpendapat pernikahan mereka jadi berbelit-belit. Maka cukuplah memenuhi rukun
dan syarat nikah, sudah dianggap selesai. Pepatah klasik mengatakan bahwa ada asap
menunjukkan adanya api, yaitu terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya.
Dari hasil penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data
tentang hal-hal yang menjadi alasan-alasan terjadinya perkawinan di bawah tangan di
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
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Menurut kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pallangga bahwa terjadinya
perkawinan di bawah tangan di Kecamatan pallangga dilatarbelakangi oleh hal-hal
sebagai berikut:
1. adanya poligami. Poligami yang dimaksud disebabkan oleh suami yang
kawin dengan perempuan lain tanpa memberitahukan dahulu atau mohon izin
dahulu kepada istrinya. Sebagaimana undang-undang perkawinan pasal 3 ayat
2 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang
suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan yaitu istri. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa orang
yang melakukan perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak memenuhi
peraturan undang-undang yang berlaku sebagian besar mereka keberatan
untuk melakukan perkawinan secara resmi. Berdasarkan hasil penelitian hasil
angket atau data yang diperoleh penulis di antara 15 orang yang telah
melakukan perkawinan di bawah tangan, ada sekitar 5 orang yang mengaku
bahwa perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan disebabkan karna
poligami.
2. Tidak mendapat restu dari orang tua,sehingga mereka terpaksa melakukan
perkawinan secara rahasia. Berdasarkan data yang diperoleh dari 15
informan, ada satu orang yang mengaku bahwa perkawinan di bawah tangan
yang dilakukan itu disebabkan karna tidak adanya restu dari orang tua.
3. Terjadinya hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya
sehingga juga mereka melakukan perkawinan secara rahasia. Berdasarkan
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penelitian, orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan mayoritas
disebabkan karena terjadinya hamil di luar nikah sehingga memaksa mereka
untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Dari data yang diperoleh ada
sekitar 9 orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan yang
disebabkan hamil luar nikah.
4. Adanya asumsi bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah secara Hukum
Islam, olehnya tanpa melalui proses pencatatan perkawinan baik desa
maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan perkawinan itu tetap sah karena
telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dari data yang diperoleh, ada 1
orang pelaku perkawinan di bawah tangan yang mengatakan bahwa
perkawinan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya itu sah meskipun tidak
dicatat.
5. Adanya masyarakat yang masih awam, sehingga adanya perasaan takut untuk
berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap lebih baik melaksanakan
perkawinan dihadapan pemuka agama saja. Dari data yang diperoleh ini juga
ada 1 orang yang mengaku bahwa ia merasa takut untuk berurusan dengan
pemerintah, oleh karena itu ia melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan
pejabat yang berwenang.
Tingginya uang belanja yang ditetapkan pihak perempuan, namun
kedua belah pihak saling suka sama suka sehingga sering menyebabkan ke
dua pihak melaksanakan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua terlebih
kepada pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, tingginya uang
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belanja juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah tangan, dan dari
data informan ada 3 orang yang mengaku melakukan perkawinan di bawah
tangan karena tidak sanggap memenuhi uang belanja yang ditetapkan pihak
perempuan.
6. Lemahnya sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah tangan dan yang
menikahkannya. Sebagaimana dalam undang-undang No. 22 tentang
pencatatan nikah, talak, dan rujuk pasal 3 telah menentukan Hukuman denda
bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan
pegawai pencatat nikah, sebanyak-banyaknya Rp. 50.00 sedangkan pada
pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan yang tidak
dilakukan dihadapan PPN dikenakan Hukuman denda setinggi-tingginya Rp.
7.500,00 dan pada pasal 143 RUU-HM-PA-B perkawinan tahun 2007
menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja melangsungkan perkawinan
tidak dihadapan PPN di denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 atau
Hukuman paling lama 6 bulan. Kepala KUA Kecamatan Pallangga mengaku
bahwa sanksi tersebut masih sangat lemah termasuk masih sangat ringan dan
belum dapat direalisasikan dengan baik di Kecamatan Pallangga sehingga
pelaku perkawinan di bawah tangan tidak peduli dengan sanksi tersebut.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perkawinan, hal
ini mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah tangan. Dari data
informan ada 1 orang yang mengaku kalau perkawinan itu harus dicatat.
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Alasan–alasan inilah yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah
tangan disamping faktor sosial, budaya, ekonomi, agama dan juga tingkat pendidikan
yang masih rendah serta adanya faktor keterpaksaan yang disebabkan karena adanya
sesuatu hal sehingga perkawinan tersebut tidak bisa tidak dilaksanakan seperti
adanya hamil di luar nikah.5
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan latar belakang terjadinya
perkawinan di bawah tangan itu disebabkan karena  beberapa hal seperti tidak
adanya persetujuan poligami dari pihak istri, tidak adanya restu dari dari kedua orang
tua, terjadinya hamil di luar nikah.
Adanya asumsi bahwa perkawinan di bawah tangan itu sah menurut Hukum
Islam namun hanya kurang dari segi administratif, tingginya uang belanja yang
ditetapkan pihak perempuan, dan adanya masyarakat yang masih awam dan
berpendidikan rendah yang takut untuk berhadapan dengan pejabat pemerintah
sehingga lebih memilih melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama saja.
Dari berbagai indikator-indikator tersebut kita mendapat gambaran bahwa
implementasi undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum maksimal khususnya pasal 2
ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-
undangan yang berlaku.
C. Dampak yang ditimbulkan Kawin di Bawah tangan dalam
masyarakat
5Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pallangga, wawancara oleh penulis di Kantor KUA Kec.
Pallangga, 16 maret 2013.
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Segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya dan akibat yang
ditimbulkan. Begitu pula dengan kawin di bawah tangan, akan menghasilkan sebuah
dampak. Dampak yang dapat dirasakan oleh subjek yang melakukan kawin di bawah
tangan. Maupun dampak yang timbulkan kepada masyarakat di sekitarnya.
Mungkin secara sekilas mereka yang kawin di bawah tangan merasakan bahwa
tidak ada dampak yang ditimbulkan bila perkawinan mereka tidak terdaftar. Padahal,
andaikata ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam, direnungkan
dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis,
psikologis maupun yuridis dengan segala akibat Hukum dan konsekuensinya,
tentulah sangat luas dampak yang ditimbulkan dan sangat besar pengaruhnya dalam
perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini, baik dalam
hubungan individu sesamanya maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai
anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem
Hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang di timbulkan secara jelas
dapat dilihat pada wilayah Hukum, yakni akibat Hukumnya yang akan dijelaskan di
bawah yang terdiri dari 22 point.
Karena Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum
dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari Hukum yang belaku dalam
masyarakat itu, sebab Hukum memcerminkan masyarakat.
Dari seluruh sistem Hukum, maka Hukum perkawinanlah yang menentukan
dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan Hukum yang berlaku dalam masyarakat
itu.
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Yang jangka panjang dari hubungan perkawinan mereka akan menjadi sulit
jika di kemudian hari salah seorang dari suami atau istri ingin melakukan perbuatan
Hukum. Sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 1 tahun 1974 merupakan dampak
yang ditimbulkan kawin di bawah tangan, yaitu:
1. Izin beristri lebih dari seorang, Izin melangsungkan perkawinan
bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau
wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
2. Dispensasi perkawinan
3. Pencegahan perkawinan
4. Penolakan perkawinan oleh PPN
5. Pembatalan perkawinan
6. Gugatan kelalalian atas kewajiban suami atau istri
7. Perceraian karena talak
8. Gugatan perceraian
9. Penyelesaian harta bersama
10. Menegani penguasaan anak-anak.
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana
bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
12. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
13. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
14. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
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15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh  oleh pengadilan dalam hal
kekeuasaan seorang walli dicabut
17. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya
18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya
19. Penetapan asal-usul seorang anak
20. Putusan hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain.
Inilah beberapa dampak hukum yang barangkali tidak terpikirkan oleh orang-
orang Islam pada waktu menikahkan anak perempuan yang dilakukan di bawah
tangan, yang religius Islam mungkin sah, tetapi bagaimana rasionil yuridis Islam.
Jika mereka mengetahui bahwa perbuatan Hukum bukan hanya pada persoalan
cerai atau rujuk. Tapi persoalannya dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada
mereka berdua tapi juga kepada wali, anak-anak mereka, maupun harta, serta masih
banyak lagi yang lain.
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Akar masalahnya adalah jelas, karena kawin di bawah tangan, jadi tidak ada
akta nikah di KUA. Jadi apa yang dibayangkan oleh mereka yang kawin di bawah
tangan tidak semudah dengan realitas yang akan dihadapinya di masa yang akan
dating dan juga perkawinan di bawah tangan adalah masalah kecil tetapi dampak
yang ditimbulkan sangat besar meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Perkawinan di bawah tangan merupakan metode masa kini yang timbul dan
berkembang diam-diam pada bagian masyarakat Islam Indonesia khususnya
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Mereka berusaha menghindari diri dari
system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang No. 1
Tahun 1974 yang birokratis suratnya berbelit-belit serta lama pengurusannya.
Untuk itu mereka menempu jalan sendiri yang bertentangan dengan Hukum
Islam. Dalam ilmu Hukum istilah seperti ini dikenal sebagai  penyelundupan Hukum
yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari persyaratan Hukum yang ditentukan
oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga beliau mengatakan
bahwa akibat Hukum dari perkawinan di bawah tangan meski dari segi agama dan
kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan
dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan Hukum dan
dianggap tidak sah di mata Hukum negara. Akibat Hukum perkawinan tersebut
berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara
Hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.
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Secara Hukum, perempuan tidak dianggap istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah
dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak
berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara Hukum perkawinan
tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang
melakukan perkawinan di bawah tangan, siring dianggap tinggal serumah dengan
laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.
Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum negara, memiliki
dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata Hukum. Status anak yang
dilahirkan dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai
anak di luar nikah dan tidak tercamtumnya nama sih ayah, akan berdampak sangat
mendalam secara sosial dan  psikologis bagi anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu
ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas
sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan,
nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan sangat berdampak
menghawatirkan atau merugikan, kecuali jika kemudian perempuan tersebut
melakukan perkawinan yang sah.
Anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila
terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam
perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada
pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan Pengadilan.
39
Sedangkan terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada dampak
menghawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah
tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan, karena
suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah
tangan dianggap tidak sah di mata Hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari
kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
Dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah
tangan yang tidak tercatat dalam Hukum negara. Selain itu anak yang lahir dari
perkawinan bawah tangan biasanya juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan
akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Jelas ini bertentangan
dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam dimana perkawinan bertujuan
untuk menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma.
Hal-hal yang telah diuraikan di atas, juga berlaku bagi perkawinan yang
dilakukan agama selain Islam dimana perkawinan adlah sah apbila telah
dilaksanakan suatu pemberkatan atau ritual (upacara tertentu) menurut agama dan
kepercayaan dari negara maka perkawinan tersebut perlu dicatatkan di kantor catatan
sipil. Bagi agama selain Islam, akta nikah hanya dapat diperoleh dari kantor catatan
sipil setelah pihak yang bersangkutan mencatatkan perkawinannya di lembaga
pencatatan perkawinan tersebut. Dengan dicatatnya perkawinan tersebut maka akan
mendapat bukti otentik dari perkawinan yang telah dilakukannya sehingga apbila
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sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak (suami atau istri)
melakukan suatu upaya Hukum, maka perkara tersebut dapat segera dapat diajukan
di Pengadilan negeri untuk mendapat kepastian Hukum.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah
tangan jelas-jelas sangat merugikan baik bagi istri maupun anak yang dilahirkannya,
karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka perkawinan
tersebut tidak dianggap tidak sah secara Hukum dan tidak mempunyai kekuatan
Hukum tetap, sehingga sangat merugikan istri dan anak yang dilahirkan.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Peranan KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi
kawin di bawah tangan adalah dengan sosialisasi dengan bentuk penyuluhan tantang
pentingnya pencatatan perkawinan.
Adapun Tim-tim sosialiasi yang dibentuk oleh KUA Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Sosialisasi perundang-undangan dan Hukum Islam cukup berjalan dengan baik.
Meskipun di sisi lain, dalam menjalankan peranannya bukan hanya ada faktor
pendorong, tetapi juga terdapat faktor penghambat, peluang dan tantangan yang
harus dihadapi dengan tegar, tabah, sabar dan penuh tanggungjawab. Sehingga
pemahaman masyarakat kecamatan Gantarang terhadap perundang-undangan
sebagaimana amanah Departemen Agama R.I. menjadi lebih baik. Namun dari segi
yang lain, faktor-faktor penentu sosialisasi harus tetap lebih ditingkatkan dan
dioptimalkan.
B. Saran-saran
1. Kepada seluruh pembaca, bahwa tulisan ini jangan dianggap hanya sekedar untuk
memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam, tetapi lebih dari itu
hendaknya ini menjadi bahan renungan kepada kita, bahwa fenomena
“penyelundupan Hukum” seperti kawin di bawah tangan bisa terjadi di mana saja,
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bukan hanya pada daerah objek penelitian tulisan ini. Jadi tugas kitalah sebagai insan
ilmiah untuk tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat kita sebagai wujud
tanggung jawab kita kepada negara.
2. Dalam melakukan berbagai hal ingatlah selalu pesan Allah dalam Ayat al-Qur’an
mengatakan: “jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang membuat kamu
berlaku tidak adil kepadanya”.
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